ABSTRAK

Secara bahasa koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Koperasi
beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum yang bersifat terbuka.
Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi
primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang,
dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Permasalahannya bagaimana
tanggung jawab pengurus koperasi sekunder terhadap koperasi primer dan
bagaimana koperasi primer mengambil keputusan terhadap tanggung jawab
pengurus koperasi sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab pengurus
koperasi sekunder terhadap koperasi primer adalah mengawasi sejauh mana
perkembangan serta kemajuan Koperasi primer. Ketika terjadi persoalan terkait
dengan pertanggungjawaban yang tidak ‘dapat diterima, maka koperasi primer
mempunyai hak untuk memberhentikan keanggotaan pada koperasi sekunder.
Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi belum berjalan dengan
baik. Hal ini karena belum adanya, undang-undang atau peraturan yang
menjelaskan secara rinci mengenai keterkaitan antara koperasi primer dan
koperasi sekunder.
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